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b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan urnurn dan peraturan perundang 

undangan yang lebih tinggi; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Namer 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib rnengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

rnernperoleh persetujuan Bersarna; 

Menirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA, 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2022 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2012 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

44210); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab.upaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indobnesia Nomor 4689); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 

Anggaran 2023. 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor I 8, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4028); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj~ Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

17. Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka 

Mendukung kemudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nornor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemharan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang Serta 

Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nornor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5107); 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

22. Peraturan Daerah Kabupeten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9}; 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Serita Negara Republik 

IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan 
Sosial yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Menteri Dalam r..iegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018Nomor 565); 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 431); 
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APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, 

Pasal 2 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara, 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya <lisingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk tahun anggaran 2023. 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI KONAWE UTARA 

Dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

Dengan Persetujuan Bersama 
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(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.424.453.293 

(Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus 

Sembilan Puluh Tiga Rupiah). 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 

56.960.746.660 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh 

Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 4 

a. Pendapatan a0sli daerah; 

b. Pendapatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. l.399.528.110.296 (Satu Triliun 
Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua 

Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari : 

Pasal 3 
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 10.408.630.605 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Enam 

Ratus Lima Rupiah). 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. l.327.658.733.031 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miyar Enam Ratus Lima Puluh 

Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah). 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 

l.338.067.363.636 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga 

Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 

Fasal 5 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 36.731.511.602 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus 

Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 6.173.876. 765 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus 

Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksusl pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.63o.qo5.000 

(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
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a. Belanja pegawai; · 

b. Belanja barang dan jasa; 

(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 

834.823.850.055 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan 

Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). yang terdiri atas: 

Pasal 8 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.611.095.336.283 (Satu Triliun 

Enam Ratus Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan 

Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 7 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 

( Empat Milyar Lima Ratus ribu Rupiah). 

a. Pendapatan hibah; 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 4.500.000.000 ( Empat Milyar Lima Ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 6 
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(1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 

536.790.774.728 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus 

Tujuh Puluh Empat Rib1;1 Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Selanja Modal Tanah; 

Pasal9 

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.085.322.510 
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima 

Ratus Sepuluh Rupiah). 
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 

382.036.585.147 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan 

Puluh Lima Ribu Seratur Empat Puluh Tujuh Rupiah). 

(4). Belanja Sunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.239.066.298 
(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan 

Puluh Lapan Rupiah). 
(5). Belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.462.876.100 

(Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu 

Seratus Rupiah). 
(6). Selanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 

0,00 (Nol Rupiah). 

c. Belanja Sunga; 

d. Belanja hibah; dan 

e. Belanja bantuan sosial. 
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-b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal bangunan dan Gedung; 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

f, Belanja modal aset lainnya; 
(2). Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 

4.553.214.494 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat 

Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) 

(3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 46.931.393.331 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). 

(4). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp. 120.920.190.778 (Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan 

Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). 

(SJ. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 351.125.774.625 (Tiga Ratus Lima Fuluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima _Juta Tujuh 

Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). 

(6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 

12.313.201.500 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). 

(7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 

947.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah). 
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a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 473.582.819.027 ( Empat Ratus 
Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Dua Puluh Tujuh 

Rupiah ), yang terdiri atas: 

Pasal 12 

(1). Anggaran Belanja Transfer sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp.219.480.711.500 ( Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus 

Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah ). Yang terdiri atas : 

a. Belanja Bagi Hasil; 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

(2). Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. O.; 

(3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 

219.480.711.500 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus 
Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 
20.000.000.000 ( Dua Puluh milyar Rupiah), yang terdiri alas Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 10 
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(1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 131.007. 796.520 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu 

Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penyertaan modal daerah; 
b. Pembayar an cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

(2). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesa:r 'Rl). 
6.500.000.000. (Enam Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pasal 14 

Pasal 13 

(1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 342.575.022.507 ( Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta 

Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

(2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp. 150.115.241.757 (Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus 

Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). 
(3). Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 

192.459.780.750 (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus 
Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). 
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a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran rnelebihi 

pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD 

tahun anggaran 2023. 

Pasal 16 

(1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terJadinya 

surplus/(defisit) sebesar Rp. (211.567.225.987) (Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh 

Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Tujuh Rupiah). 

(2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp. 211.567.225.987 (Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta 

Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Tujuh Rupiah). 

Pasal 15 

(3). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dlrencanakan 

sebesar Rp. 124.507.796.520 (Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) 
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5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah UntukKeselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Konawe Utara ini terdiri dari: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

• (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

11. Larnpiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12. Larnpiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 

13. Larnpiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; 

14. Larnpiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; 

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

6. Lampiran VI Rekapitulas1 Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Larnpiran VII Sinlcronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 

8. Larnpiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan 

APBD; 
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